Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Per&anﬂ'ian kredit dalam rangka pembangunan nasional, ditinjau dari segi
Buku [11 KUH Perdata (Studi kasus Bank Rakyat Indonesia).

Purba, Beriaman, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20200795& | okasi=lokal

Negara Republik Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangun-Nasional memerlukan dana bagi
pembiayaan proyek-proyeknya demikian pula halnya pengusaha-pengusaha kecil maupun besar memerlukan
dana bagi pengembangan usahanya yang dengan demikian secara langsung akan membuka |apangan
pekerjaan baru. Pemerintah dalam rangka pembangunan nasional umumnya dan khususnya dalam
membantu pengusaha-pengusaha ini membuka jalan dengan memberlakukan Undang-Uandang Pokok
Perbankan Nomor 14/tahun 1967 SKEP Menteri RI No.Kep/0/MK/1V/1/1968 mengenai Kredit. Fungsi dan
peranan kredit yang begitu besar, yang diberikan bank kepada nasabah sebagai debitur mempunyai kendala
dengan banyaknya kredit-kredit yang macet pembayarannya. Begitu sulitnya prosedur mendapatkan suatu
kredit disatu pihak dan dipihak lain begitu besar yang macet pembayaranny kelihatannya menarik untuk
dikaji. Sebagai suatu bentuk dari perjanjian yang diatur dalam buku ke 111 K.U.H Perdata, perjanjian kredit
dapat digolongkan dasar hukum perikatan dan azas-azas serta prinsip-prinsi pnya dipergunakan

untuk memahami karakteristik perjanjian kredit. Dari metode penelitian comparatif atas peraturan-peraturan
dan keterangan-keterangan dari petugas bank melalui wawancara atau interview maka didapatkan jawaban-
jawaban berupa hasil penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: -Perjanjian kredit adalah suatu
lembaga baru didalam masyarakat |ndonesia sama seperti kredit itu sendiri, yang pada hakekatnya
merupakan bentuk khusus dari perjanjian pinjam mengganti dimana bank berkedudukan sebagai yang
meminjamkan (kreditur) dan nasabah sebagai peminjam (debitur). -Perjanjian kredit mempunyai sifat-sifat
khusus yang diantaranya menjadikan dia berfungsi dan berperan secara efektif dan effisien dalam transaksi
dimasyarakat yaitu perjanjian pendahuluan yang harus disetujui Iebih dahulu oleh debitur yang digjukan
oleh kreditur, sebelum perjanjian pokok ditanda tangani. -Perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia
sebagai perjanjian kredit bank dihubungkan dengan pasal 1338 K.U.H. Perdata terdapat ketidak-seimbangan
antara para pihak dimana calon debitur harus tunduk pada persyaratan-persyaratan yang diagjukan oleh
kreditur, dan secara keseluruhan perjanjian-perjanjian kreditur di Bank Rakyat Indonesia dituangkan dalam
model-model perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia. Prosedur pengajuan kredit, syarat-syarat bentuk dan
perjanjian kredit masih perlu disempurnakan.
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